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BUPATI KLATEN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2017 ...

20. Aplikasi SIMDA Keuangan Adalah Program Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Terintegrasi, Meliputi Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi
Dan Pelaporannya. 21. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Yang Selanjutnya Disebut Aplikasi SIMDA BMD Adalah Program Aplikasi Yang Digunakan Untuk 3th, 2024

PANDUAN KPPS - KPU Kabupaten Klaten
Peraturan KPU No. 03/2013Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013. Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam 2th, 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PERTANIAN ...
KLATEN TAHUN 2019. Pasal 1 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2019 Adalah Sebagai Pedoman Dan Arah Rencana
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian Pada Tahun 2019 Serta Sekaligus Akan Digunakan Sebagai Bahan P 3th, 2024

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Perekonomian Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Maka ... BAB IV BENTUK JUMLAH DAN JANGKA WAKTU
PENYERTAAN MODAL DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Pasal 4 ... Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor ... 3th, 2024

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA ...
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/Per/XI1/1982 Tentang Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
453/Menkes/Per/IX/1983 Tentang Bahan Berbahaya; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 12 TAHUN 2013 ...
Gender, Sehingga Diperlukan Strategi Pengintegrasian Gender Melalui Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penganggaran, Pemantauan, Dan Evaluasi Atas Kebijakan, Program,
Dan Kegiatan Pembangunan Di Daerah; B. Bahwa Pengarusutamaan Gender Merupakan Salah Satu Strategi Untuk Menciptakan Kondisi Yang Setara 3th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ...
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Yang Selanjutnya Disebut RPJP Nasional Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Periode
20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun 2005 Sampai Tahun 2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 3th, 2024

BUPATI PACITAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG ...
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Yang Selanjutnya Disebut Sebagai RPJP Nasional, Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk
Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2025; 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RENCANA ...

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Bertujuan Untuk Memantapkan Terselenggaranya Pembangunan Daerah Sesuai Dengan
Visi,misi Dan Nilai Serta Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Pasal 3 (1) Sistimatika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2006 ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2006-2026 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . BUPATI BERAU, Menimbang : A. Bahwa
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Pasal 150 Ayat (3) Huruf A
Undang-undang Nomor 32 Tahun 3th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2008 ...



6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Yang Selanjutnya Disebut RPJP Provinsi Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Untuk Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun 2005 Sampai Tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang 1th,
2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1 ...
Sehingga Akan Dapat Membentuk Kepribadian Muslim Dan Muslimah Yang Paripurna Dan ... Kepada Pemerintah Nagari Dan Tokoh Masyarakat Agar Mendukung, Membantu Dan
Memotivasi Kelancaran Belajar Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Pasal Ini. ... BU PATI SAWAHLUNTO/SLJUNJUNG, 2th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG ...
B. Rawat Inap Oleh Dokter Spesialis Dengan Pertimbangan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Kompetensi, Dan Ketersediaan Dana. C. Transplantasi Organ. D. Pelayanan Kesehatan
Yang Telah Dijamin Oleh Program Jaminan Lainnya. E. Pelayanan Kesehatan Diluar Negeri Terutama Untuk Rawat Inap Dan Rawat Jalan Bagi Tenaga 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2011 ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Bulungan, 3th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2007 ...

Adalah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Berisi Program Dan Kegiatan SKPD Serta Anggaran Yang Diperlukan Untuk Melaksanakannya. 47. Kebijakan Umum APBD
Yang Selanjutnya Disingkat KUA Adalah Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (satu)
Tahun. 48. 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2012 ...

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR, Menimbang : A. Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Merupakan Upaya
Untuk Mewujudkan Otonomi Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi Serta Peningkatan Kapasitas Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa; B. Bahwa Sebagai
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ... 2th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 3th, 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER ...

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Mengamanatkan Bahwa Perencanaan Daerah Dirumuskan Secara
Transparan, Responsif, Efesien, Efektif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur, Berkeadilan, Dan Berwawasan Lingkungan. Adapun Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah Suatu Proses
2th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 ...
Daerah Di Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Keolahragaan. (2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Dipimpin Oleh. Kepala Dinas, Yang Dalam Melaksanakan Tugasnya
Berkedudukan Di Bawah Dan Bertanggungjawab Kepada, Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 4 Dinas Pendidikan, 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 4 ...
Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah Ini, Maka Sub Dinas Pemuda Dan Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tetap Melaksanakan Tug 2th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ...
Dinas Pemuda Dan Olahraga Paragraf 1 Tugas Pokok Dan Fungsi . Pasal 7 . Dinas Pemuda Dan Olahragamempunyai Tugas . Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi Dan Tugas
Dekonsentrasi Di Bidang Kepemudaan Dan Olahraga. Pasal 8 . Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 7, Dinas P 1th, 2024



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG ...
Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata. (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata, Berkedudukan Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati
Melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata, Dipimp 1th, 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
2. Ketentuan Bab IV Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Diubah Sehingga Berbunyi Dinas Pendidikan . 3. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat
(8) Dan Ayat (9) Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut : Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Pasal 3 Hu 3th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 8 ...
Sampah Adalah Sisa Kegiatan Sehari-hari Manusia Dan/atau Proses Alam Yang Berbentuk Padat. ... Termasuk Kegiatan Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri. 24. Penyidik
Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Lndonesia Atau Pejabat ... E. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Se 1th, 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 ...
F. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah; Dan G. Menyusun Dan Menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan
Sampah Sesuai Dengan Kewenangannnya. (2) Penetapan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah 3th, 2024
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